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Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);  

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung 

Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 443);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG KELOMPOK KERJA AKSES 

KEADILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.  

 

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia 

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini. 

KEDUA : Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Jaksa Agung 

Republik Indonesia. 

KETIGA : Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas: 

1. melakukan pengkajian dan penelitian permasalahan hukum terkait 

dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan 

Program Prioritas Nasional di bidang akses terhadap keadilan; 

2. melakukan koordinasi dan diskusi kelompok terpadu dengan para 

pemangku kepentingan terkait untuk mengelaborasi dan 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR         TAHUN 2021 
TENTANG 

KELOMPOK KERJA AKSES KEADILAN KEJAKSAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

No. Nama/Jabatan Kedudukan 

1 2 3 

1. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Pembina 

2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Ketua Dewan Pengarah 

3. Jaksa Agung Muda Pembinaan Wakil Ketua Dewan Pengarah 

4. Jaksa Agung Muda Intelijen Anggota Dewan Pengarah 

5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Anggota Dewan Pengarah 

6. 
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha 
Negara 

Anggota Dewan Pengarah 

7. Jaksa Agung Muda Pidana Militer Anggota Dewan Pengarah 

8. Jaksa Agung Muda Pengawasan Anggota Dewan Pengarah 

9. 
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Kejaksaan Republik Indonesia 

Anggota Dewan Pengarah 

10. 
Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung 

Muda Bidang Pembinaan 

Ketua 

Kelompok Kerja 

11. 
Asisten Khusus Jaksa Agung Republik 
Indonesia 

Wakil Ketua 
 Kelompok Kerja 

12. ERNI MUSTIKASARI, S.H., M.H. 

Jaksa Utama Pratama (IV/b) 
NRP. 60076143 

NIP. 19760106 200003 2 003 

Sekretaris 
merangkap Anggota 

13. MIA BANULITA, S.H., M.H. 

Jaksa Utama Pratama (IV/b) 
NRP. 49676104 

NIP. 19760515 199603 2 002 

Anggota 

14. Dr. DIAH YULIASTUTI, S.H., M.H. 
Jaksa Utama Pratama (IV/b) 

NRP. 6957037 

NIP. 19700731 199503 2 002 

Anggota 

15. Dr. HALILA RAMA PURNAMA, S.H., M.Hum. 
Jaksa Utama Pratama (IV/b) 

NRP. 69773067 

NIP. 19731010 199703 2 002 

Anggota 

16. CAHYANING NURATIH WIDOWATI, S.H., M.H. 

Jaksa Utama Pratama (IV/b) 

NRP. 693663 

NIP. 19660524 199303 2 004 

Anggota 

17. AFNI CAROLINA, S.H., M.H. 

Jaksa Madya (IV/a) 

NRP. 60279139 
NIP. 19790415 200112 2 001 

Anggota 

18. RAHEL, S.H., M.Hum. 

Jaksa Madya (IV/a) 

NRP. 60684423 
NIP. 19840627 200603 2 001 

Anggota 

  

 
 

 




